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BAB III 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

1. Hakim dalam melakukan pembuktian menggunakan pembuktian negatif 

yaitu hakim dalam mencari kebenaran materiil berlandas pada undang-

undang yang berlaku dan timbulnya keyakinan hakim atas alat bukti yang 

sah. Alat bukti yang tertera pada putusan NOMOR : 237-K/PM.III-

19/AD/XI/2021 sudah terpenuhi berupa 3 keterangan saksi yang dihadirkan 

dengan nama Serka Jimi Kevin,Sertu Ryan Novrianto,Serda Ode Kavid 

Parluhutan,dalam persidangan sudah berkesuaian satu sama lain dan saling 

berkaitan dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa yaitu Kopda 

Sandiyanto,terdakwa telah mengakui perbuatanya,apabila disamakan 

dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan keterangan tersebut 

bersesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti lainya. Alasan terdakwa 

nekad melakukan tindakan Insubordinasi didasari akibat tindakan Saksi 1 

yang dirasa tidak menghargai terdakwa,tentunya tindakan saksi 1 merujuk 

pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum 

Disiplin Militer yang dimana seorang atasan wajib memberikan contoh 

perilaku dan perkataan yang baik pada seorang bawahan. Alat bukti 

petunjuk pada kasus tindak pidana Insubordinasi putusan NO: 237-

K/PM.III-19/AD/XI/2021 ditemukan berupa barang bukti surat yaitu 1 

(satu) satu tempat kejadian perkara,1 (satu) foto wajah memar dipipi bagian 
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kiri Saksi 1. Unsur tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan Kopda 

Sandiyanto pada Putusan NO: 237-K/PM.III-19/AD/XI/2021 telah 

memenuhi unsur yang pertama yaitu “militer” ,bahwa benar terdakwa 

masih menjadi anggota TNI dan masih berdinas aktif saat tindak pidana 

terjadi. Unsur yang kedua yaitu “Yang sengaja menyerang atasan dengan 

tindakan nyata dengan kekerasan atau ancaman kekersan,merampas 

kemerdekaanya dalam bertindak atau memaksanya dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu 

pekerjaan dinas” unsur tersebut  ditandai dengan tindakan Kopda 

Sandiyanto yang melakukan penamparan hingga menimbulkan luka memar 

pada Saksi 1 yaitu Serka Jimi Kevin selaku atasanya. Terpenuhinya alat 

bukti yang sah dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Insubordinas 

maka Terdakwa Kopda Sandiyanto telah melakukan tindak pidana militer 

Insubordinasi dan melanggar ketentuan pasal 106 Kuhpm. Tindakan 

terdakwa dilatar belakangi oleh tindakan  

2. Surat Dakwaan Nomor :Sdak/138/XI/2021 tentang tindak pidana 

insurbodinasi yang dilakukan oleh Kopda Sandiyanto disusun dalam 

Dakwaan Alternatif. Hal ini ditandai dengan terdapat kata hubung “atau” 

antara dakwaan satu dengan dakwaan kedua dalam surat dakwaan tersebut. 

Dalam perumusan surat dakwaan Nomor :Sdak/138/XI/2021  yang 

dilakukan oditur militer terindikasi timbulnya keraguan untuk 

menjatuhkan dakwaan. Menurut analisa penulis hal ini disebakan Oditur 

militer belum dapat memberikan suatu penilaian yang pasti terhadap suatu 
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perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena keterangan saksi 

yang berbeda antara satu sama lain. Berdasarkan analisis  penulis dakwaan 

yang paling tepat dijatuhkan yaitu Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi 

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata,menyerang seorang atasan 

melawanya dengan kekerasan ,merampas kemerdekaanya untuk 

bertindak,ataupun memaksanya dengan kekerasan sesuatu pekerjaan dinas 

diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana 

penjara maksimum sembilan tahun” berdasar fakta persidangan yang 

terungkap. 

B. Saran 

1. Terhadap hakim dalam menjatuhkan sanksi seharusnya memperhatikan 

kebenaran materiil yang melatar belakangi kejadian tindak pidana tersebut  

Pada fakta persidangan disebutkan tindakan insubordinasi yang dilakukan  

oleh Kopda Sandiyanto  kepada Serka Jimi Kevin  dilatar belakangi oleh 

tindakan yang dilakukan atasanya. Dalam hal ini hakim tidak 

memperhatikan faktor tersebut, seharusnya hakim mempertimbangkan 

faktor tersebut .Sehingga panjatuhan sanksi kepada terdakwa akan terasa 

lebih adil  

2. Terhadap surat dakwaan yang disusun oditur sudah tepat,namun seorang 

oditur militer tentunya tidak boleh ragu dalam manjatuhkan suatu 

dakwaan.Karena dalam  surat dakwaan Nomor :Sdak/138/XI/2021 disusun 

secara alternatif yang dimana terindikasi timbulnya keraguan,hal ini 

ditandai dengan terdapat 2 dakwaan yang dijatuhkan oleh oditur 
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militer.Menurut analisa penulis hal ini disebakan keterangan saksi yang 

berbeda antara satu sama lain. 
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